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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia. Pelaksanaan 

pendaftaran tanah masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan hanya hasilnya 

adalah berbentuk Sertifikat-el. Di era digitalisasi kebijakan ke arah serba 

elektronik di bidang pertanahan sudah saatnya dibangun terus, hal tersebut 

nantinya dapat terintegrasi dengan pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematik sekarang ini yang masih sedang dilakukan oleh Pemerintah 

dengan program PTSL-nya. Diharapkan tahun 2025 dari hasil PTSL 

seluruh bidang tanah diwilayah Indonesia yang terdata sebanyak 126 Juta 

bidang sudah terpetakan semua dan dapat dikeluarkan sertifikat. Dengan 

demikian tujuan Tertib Administrasi bidang Pertanahan akan terwujud 

2. Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia Kementerian 

ATR/BPN tentunya harus memikirkan solusi dalam beberapa aspek yang 

memperlambat proses perubahan tersebut,. Penanganan terhadap masalah 

ini, bisa dengan membuat aturan se flexible mungkin, misalnya untuk 

sertifikat tanah kertas yang asli itu tetap berada dalam penguasaan 

pemilik/masyarakat, dan untuk proses digitalisasinya juga harus tetap 

terlaksana guna membenahi pusat data tanah di kementerian. Dengan 

begitu baik masyarakat yang memiliki smartphone ataupun yang tidak, 

tetap sama-sama memiliki sertifikat tanah yang asli. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Adapun saran penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Kedepan artinya pemberlakaukan sertifikat-el sudah merupakan suatu 

keharusan, hanya semua adalah tergantung dari kesiapan SDM dan 

infrastruktur di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta 

kegiatan sosialisasi dilakukan terus kepada masyarakat oleh BPN. Meski 

penerapannya secara bertahap, membangun kesadaran masyarakat (public 

awareness) pemilik tanah untuk alih media dan manfaatnya tetap 

ditingkatkan, sertifikat tanah elektronik merupakan keniscayaan, karena 

lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir 

mafia tanah dan sengketa pertanahan. 

2. Pembaharuan terhadap sistem atau cara-cara lawas yang digunakan saat ini 

memang diperlukan untuk Indonesia agar tidak tertinggal dengan pesatnya 

laju teknologi informasi dan komunikasi dunia global. Begitu pun juga 

dengan sistem pendaftaran dan data tanah di Indonesia, adanya Kebijakan 

pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 

Tahun 2021 terkait Sertifikat Elektronik memang harus masyarakat 

apresiasi dan harus didukung. 
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